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ALBERT LOLONG (B111 06790) Tinjauan Yuridis Delik 
Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus 
Putusan No.1547/Pid.B/2009/PN.MKS) yang dibimbing oleh H. M. Said 
Karim sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai 
pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
materiil oleh hakim terhadap pelaku delik pemerkosaan anak yang 
dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No. 
1547/Pid.B/2009/PN.MKS dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pemerkosaan anak 
berdasarkan Putusan No.1547/Pid.B/2009/PN.MKS. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui metode research. 
Data primer diperoleh dari putusan kasus ini, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti : buku-buku bacaan, majalah, 
tulisan ilmiah, literatur peraturan perUndang-undangan, serta pendapat 
ahli yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang 
diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana 
materil dalam penanganan kasus pemerkosaan anak berdasarkan 
Putusan No. 1547/Pid.B/2009/PN.MKS bahwa oleh karena terdakwa-
terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak 
pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” maka 
ketentuan pidana minimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan ketentuan imperatif sifatnya maka 
ketentuan pidana minimum itu akan ikut dipertimbangkan dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
delik pemerkosaan anak yang didasarkan pada penilaian objektif dari 
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu: latar 
belakang dari para terdakwa yang sama sekali belum pernah melakukan 
tindak pidana. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa-
terdakwa diantaranya : hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan serta tujuan pemidanaan itu sendiri dimana semuanya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bangsa Indonesia yang telah dilanda krisis multi dimensi, kini 
semakin diperparah dengan semakin maraknya porno aksi dan pornografi 
yang dipertontonkan secara vulgar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini 
mengakibatkan  kerusakan moral generasi-generasi bangsa Indonesia 
dan hal ini pula menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal 
berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri tercinta ini. 
Akhir-akhir ini sangat marak kasus pemerkosaan baik pada perempuan 
dewasa maupun anak. Hal-hal ini tidak hanya dilakukan oleh mereka-
mereka yang awam atau tidak berpendidikan, tetapi hal ini pula banyak 
dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan,hal tersebut 
mencerminkan betapa parahnya kerusakan moral di negeri ini. 
Dewasa ini kenakalan remaja grafiknya semakin meningkat baik 
secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi 
kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, 
tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masa remaja merupakan 
masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam banyak hal, baik 
secara fisik maupun emosinya belum stabil serta cara berpikirnya belum 
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matang. Jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari 
segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, 
mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup 
dengan gayanya sendiri. 
Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan 
narkotika dan obat/bahan berbahaya, tindak kekerasan, pelecehan, dan 
eksploitasi seksualitas yang bukan hanya menimpa perempuan dewasa, 
namun juga perempuan yang belum dewasa (anak-anak). Kejahatan 
seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, 
perkantoran, atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang 
manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat 
terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah 
kecenderungan makin maraknya tindak pidana  pemerkosaan yang tidak 
hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di 
bawah umur. 
Seperti yang menimpa Irma anak di bawah umur yang masih 
berusia lima belas (15) tahun pada saat diperkosa oleh 4 (empat) 
tersangka, yaitu : tersangka Jumakkara dan tersangka Edy serta Salim 
dan Zul yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO).    
Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHPidana) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap pasal 
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ketentuan peraturan pidana (straf bepaling) orang berkesimpulan, bahwa 
dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena 
hukuman pidana. Dalam praktek ternyata lebih dari seorang dapat terlibat 
dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seseorang atau 
beberapa orang lain yang turut serta. Kasus seperti ini dikenal dengan 
istilah “Penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu 
seseorang lain melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan dalam delik 
pemerkosaaan dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji kasus pemerkosaaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar yang diwujudkan dalam bentuk penelitian dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Delik Pemerkosaan Anak Yang dilakukan secara 
bersama-sama” (Studi Kasus Putusan No.1547/PID.B/2009/PN.MKS). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 
merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas delik 
pemerkosaaan anak yang dilakukan secara bersama-sama? 
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik pemerkosaan anak yang 




C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
a. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim 
terhadap pelaku Delik Pemerkosaan Terhadap Anak Yang 
Dilakukan Secara Bersama-sama. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku Delik Pemerkosaan 
Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. 
b. Kegunaan penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana 
anak di Indonesia.  
2. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait 
dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak yang 
dilakukan secara bersama-sama. 
3. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum, 
khususnya penyidik dalam proses penyelesaian perkara 
pemerkosaan anak. 
4. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 
untuk pembahasan mengenai pertimbangan hakim serta 
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penerapan sanksi pidana terhadap kasus pemerkosaaan anak 
dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa terhadap 
penulisan-penulisan yang terkait dengan hal tersebut. 
5. Disamping beberapa target kegunaan diatas, lebih penting 
bahwa hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat bermanfaat 



















A. Pengertian  
1. Pengertian Delik 
Kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni delictum. Hukum 
pidana Belanda memakai istilah strafbaarfeit, kadang-kadang juga delict. 
Dalam Kamus Besar Indonesia (Marpaung, 2005 : 7), arti delik diberi 
batasan sebagai berikut:  
Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelangaran terhadap Undang-undang; tindak pidana. 
Menurut Pompe (Lamintang, 1997 : 182), perkataan strafbaarfeit itu 
secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :  
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de behartiging van het algemeen welzjin. 
Sementara  van Hamel (Zainal Abidin, 2007:225) menguraikan delik 
(strafbaarfeit) itu sebagai : 
Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan 
hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana),dan dapat 
dicela karena kesalahan (en aan schuld te witjen). 
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Utrecht (Marpaung, 2005:7) memakai istilah “peristiwa pidana” 
karena ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Namun 
Moeljatno (Andi Hamzah,1994:86) menolak istilah peristiwa pidana karena 
katanya peristiwa itu adalah pengertian yang kongkret yang hanya 
menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja , misalnya matinya 
orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang 
adanya orang mati karena perbuatan orang lain. 
Moeljatno (Marpaung, 2005:7) sendiri memakai istilah “perbuatan 
pidana” untuk kata “delik” yaitu: 
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
berupa suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. 
Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya dari pada 
“perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak 
seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang kongkret. 
Zainal Abidin (Andi Hamzah, 1994:87) mengusulkan pemakaian 
istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh 
Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu 
“perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara 
keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, 
tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, 
yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk 
menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi Zainal Abidin 
menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah yang umum dipakai oleh 
para sarjana, yaitu delik. 
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Di negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(natalen).  Pemakaian istilah feit pun disana oleh Van der Hoeven, karena 
katanya yang dapat dipidana adalah pembuat, bukan feit itu. Senada 
dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit (strafwaardig 
artinya patut dipidana). Oleh karena  itu, Hazewinkel-suringa mengatakan 
istilah delik kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “strafbaarfeit” 
itu telah biasa dipakai. 
“Vos (Andi Hamzah,1994:88) merumuskan delik itu sebagai suatu 
kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 
pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang 
dan diancam dengan pidana”. 
Simons (Marpaung, 2005:8) memberikan defenisi lebih lanjut 
mengenai delik dalam arti strafbaarfeit sebagai berikut: 
“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum”. 
Van Hattum (Lamintang, 1997:185) mengatakan: 
“Oleh karena dengan perkataan “strafbaarfeit” itu seolah-olah “ 
orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada 
waktu orang menjabarkan suatu delik kedalam unsur-unsurnya, 
orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang telah 
dirumuskan didalam Undang-undang dan melupakan tentang 
adanya syarat-syarat lain yang dapat membuat seseorang dapat 
dihukum, ataupun juga disebut “bijkomende voorwarden voor de 
strafbaarfeit”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan 
pribadi dari pelakunya itu sendiri”. 
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Selanjutnya menurut Van Hattum, semua syarat yang harus telah 
terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga 
dianggap sebagai unsur-unsur delik. 
Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah: 
a. Terpenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam 
rumusan delik; dapat dipertanggung jawabkannya si pelaku atas 
perbuatannya; 
b. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan 
c. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sementara syarat-syarat 
penyerta seperti  dimaksud di atas, hal itu merupakan syarat 
yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi 
semua unsur  yang terdapat didalam rumusan delik. 
 
2. Pengertian Pemerkosaan  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 
(Marpaung, 2005 : 7), pemerkosaan dapat diartikan sebagai 
berikut: 
per-ko-sa, me-mer-ko-sa v 1 Menundukkan dgn kekerasan; 
memaksa dgn kekerasan; menggagahi; merogol: ~ negeri 
orang; laki-laki bejat itu telah ~ gadis dibawah umur; 2 
melanggar (menyerang dsb) dgn kekerasan: tindakan itu 
diangggapnya ~ hukum yang berlaku: Negara itu dicap sbg 
Negara yang ~ hak asasi manusia; 
Pe-mer-ko-sa n  orang yang memerkosa; 
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Pe-mer-ko-sa-an n 1 proses, perbuatan, cara memerkosa; 2 
ki pelanggaran dgn kekerasan. 
 
a. Pengertian pemerkosaan menurut KUHPidana:  
Pemerkosaan dalam bahasa Belanda disebut “verkrachting”, 
dalam bahasa inggris disebut “rape” yang berasal dari bahasa latin 
rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa 
pergi (Haryanto, 1997). 
Menurut Pasal 285 KUHPidana, ketentuan pemerkosaan 
diatur sebagai berikut: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Bertitik tolak pada rumusan pasal 285 KUHPidana, dapat 
disimpulkan pengertian dari perkosaan adalah dekik yang dilakukan 
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa 
seseorang perempuan yang bukan istrinya, ancaman mana yang 
dimaksud agar perempuan tersebut tidak berdaya sehingga dapat 
disetubuhi. 
 
Perkosaan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan 
yang berarti rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kelamin. 
Dengan demikian kejahatan terhadap kesusilaan termasuk juga di 




Pengertian persetubuhan dalam penjelasan KUHPidana : 
apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota 
kemaluan wanita sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. 
Dengan demikian unsur-unsur pemerkosaan yang diatur dalam 
KUHPidana, antara lain : 
1. Masuknya alat kelamin pria ke dalam anggota kemaluan wanita; 
2. Menggunakan ancaman; 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sugiono, Dendy 
2008), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ancaman 
adalah sesuatu yang diancamkan atau perbuatan yang 
mengancam. Sementara mengancam berarti menyatakan 
maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang 
merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan 
pihak lain; memberi pertanda atau peringatan mengenai 
kemugkinan malapetaka yang bakal terjadi. 
3. Di luar perkawinan 
Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat Surat 
Edaran Menteri Agama Tanggal 3 Maret 1960 No.F/II/3123 yang 
kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
4. Menggunakan kekerasan (menggunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya: dengan 
tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, 
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menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang 
terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat). 
Wirdjono Prodjodikoro (1986:98) berpendapat sebagai 
berikut: 
“Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata verkrachting 
adalah pemerkosaan tetapi terjemahan ini meskipun 
mengenai orang-orang Belanda verkrachting sudah merata 
berarti pemerkosaaan saja belum menunjuk pada pengertian 
pemerkosaan untuk bersetubuh maka sebaiknya kualifikasi 
tindak pidana Pasal 285 KUHPidana ini harus pemerkosaan 
untuk bersetubuh”. 
Terhadap kata “pemerkosaan” dalam Pasal 285 KUHPidana, 
R. Soesilo (1995:2210) berpendapat sebagai berikut: 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata verkrachiting 
adalah “pemerkosaan” tetapi terjemahan ini meskipun hanya 
mengenai orang-orang Belanda verkrachiting, sudah merata 
berarti “pemerkosaan” saja belum menunjuk pada pengertian 
“pemerkosaan” untuk bersetubuh maka sebaiknya kualifikasi 
kejahatan Pasal 285 KUHPidana ini harus “pemerkosaan” 
untuk bersetubuh. 
 
b. Pengertian pemerkosaan menurut Undang-undang 
Perlindungan Anak: 
Kejahatan pemerkosaan menurut pasal 1 ayat (1) UU No.23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan kejahatan 
pemerkosaan terdapat pada Pasal 81 ayat (1), yaitu: 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga ) tahun dan denda paling banyak 
300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. 
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81      
ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 sebagai berikut: 
1. Unsur setiap orang.  
Bahwa dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi yang memiliki kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum serta dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Adapun 
yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa 
saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak 
dan kewajiban atau siapa pelaku (dader) dari perbuatan pidana 
yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai 
orangnya maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam 
surat dakwaan. 
 
2. Unsur dengan sengaja. 
Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah : 
Terdakwa-terdakwa memang mempunyai kehendak atau 
maksud untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau 
terdakwa-terdakwa mengatahui bahwa perbuatan-perbuatan 
tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, 
arti dari kata“ dengan sengaja” adalah: melakukan sesuatu yang 
dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, artinya perbuatan 
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yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh 
pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan 
akibat atau efek samping dari perbuatannnya tersebut, yang 
pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau 
setidak-tidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan 
suatu akibat yang dilarang, sehingga dengan demikian dalam 
prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan 
sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai suatu 
kemungkinan. 
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa.  
Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” 
adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya 
unsur tersebut cukup apabila salah satu kualifikasinya 
terpenuhinya unsur ini dianggap terbukti.  Dimaksud dengan 
“kekerasan” dalam Pasal 89 KUHP Pidana yakni bahwa:  
Disamakan dengan melakukan kekerasan ini mempergunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil, selain itu yang dapat 
dipersamakan dengan melakukan kekerasan ini adalah 
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang 
yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan. 
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Unsur-unsur “dengan kekerasan” lebih menunjukkan pada 
perbuatan secara fisik, sedangkan unsur “dengan ancaman 
kekerasan” lebih menunjuk kepada perbuatan secara psikis. 
Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu 
sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang 
berlawanan dengan kehendak sendiri. 
4. Unsur Anak. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
 
5. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. 
Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain. Unsur di atas memuat kualifikasi perbuatan yang 
bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi 
perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus 
dinyatakan terpenuhi. 
 
6. Unsur bersama-sama sebagai orang yang melakukan, 




Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana disebutkan 
bahwa orang yang dihukum sebagai orang yang melakukan 
peristiwa pidana adalah orang yang melakukan (plegen), orang 
yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut 
serta melakukan (medeplegen). 
Orang yang melakukan adalah seseorang yang hanya 
sendirian saja telah melakukan atau mewujudkan seluruh 
unsur dari suatu tindak pidana, orang yang menyuruh 
melakukan adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan 
tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk 
melakukannya, akan tetapi yang disuruh itu haruslah hanya 
merupakan alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, 
sedangkan orang yang turut melakukan artinya dua orang 
atau lebih bersama-sama melakukan tindak pidana 
sedikitnya ada dua orang atau lebih yakni orang yang 
melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu 
dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. 
Adapun pendapat dari Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
(2001:43) yang cenderung pada pengertian pemerkosaan secara 
kriminologi, mengatakan: 
Lazimnya dipahami bahwa terjadinya pemerkosaan yaitu 
dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis ke 
dalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan kedalam vagina 
bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, 
baik kedalam vagina maupun mulut atau anus. 
Selain itu, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:40) 
memberi batasan pengertian pemerkosaan sebagai berikut: 
Pemerkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait 




Pengertian pemerkosaan sebagaimana pendapat ini, ialah 
pelampiasan nafsu seksual oleh seorang lelaki kepada wanita 
dengan cara pemaksaan, yang mana perbuatan itu bertentangan 
dengan norma-norma dan termasuk perbuatan anti sosial. 
Sughandi (1980:303) mengemukakan pengertian 
pemerkosaan bahwa: 
Yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah seorang pria 
yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk 
melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman 
kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah 
masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian 
mengeluarkan air mani. 
Pendapat Sughandi ini jelas tidak mengenal istilah yang 
dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai 
“Maritel rape” yang artinya pemerkosaan terhadap isteri sendiri. 
Suami yang memaksa isterinya untuk bersetubuh (berhubungan 
seksual) tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan. 
Pendapat seperti ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan 
oleh Wirjono Prodjodikoro (1986:117) bahwa: 
Pemerkosaan adalah seorang laki-laki memaksa seorang 
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, 
sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan,maka 
terpaksalah ia mau melakukan persetubuhan itu. 
Menyimak pendapat itu, maka kekerasan atau ancaman 
kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata 
lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan 
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persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan 
perkawinan tidak dapat disebutkan sebagai kejahatan 
pemerkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan “maritel 
rape”. 
Dalam hukum Islam pun tidak dikenal istilah pemerkosaan 
dalam perkawinan. Selain hubungan biologis (seksual) antara 
suami isteri diatur mengenai etikanya, seperti tentang keharusan 
(kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) pada isterinya 
dengan cara mempergaulinya dengan baik (tidak perlu dilakukan 
dengan kekerasan), sedangkan isteri (perempuan) berkewajiban 
melayani kebutuhan seksual manakala suami membutuhkannya. 
R. Soesilo (1980:32) mengemukakan sebagai berikut: 
Pemerkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang 
wanita yang bukan iserinya untuk bersetubuh dengan dia, 
demikian rupa sehingga akhirnya si wanita tidak dapat 
melawan dengan terpaksa mengikuti kehendaknya. 
Pendapat ini, adalah makna yang sama dengan pendapat 
Sugandhi untuk dicermati sehubungan dengan terjadinya kejahatan 
pemerkosaan tersebut. Pertama, dalam visi hubungan seksual, 
pemerkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang 
dilakukan dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh. 
Kedua, pemerkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak-hak 
asasi manusia, utamanya bagi wanita. 
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Pemerkosaan adalah merupakan perampasan hak-hak asasi 
atau dapat pula diartikan sebagai perampasan hak, seperti hak 
keperawanan, hak bebas dari penderitaan, hak bebas dari 
ketakutan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan dengan adanya 
pemerkosaan, pihak korban telah merasakan akibat pelecehan hak-
hak asasi manusia. 
Menyingkapi pemerkosaan tidak hanya memandang dari 
satu aspek semata, seperti pada masalah bentuk pemaksaan 
hubungan seksualnya, namun harus pula dipandang dari aspek lain 
yang terkait dengan kerugian yang diderita korban. Kerugian 
korban ini sebagai cermin terampasnya hak-hak asasi perempuan 
akibat perilaku tidak bermoral dan tidak manusiawi. 
Menurut Arief Gosita (1987:13-14) pemerkosaan itu 
dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut: 
a) Korban pemerkosaan harus seorang wanita, tanpa batas 
umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang 
diperkosa oleh seorang wanita. 
b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman 
kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari dari 
pihak korban mengenai niat tindakan perlakuan pelaku. 
c) Persetujuan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang 
ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam 
kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan 
yang dipaksakan dengan kekerasan yang menimbulkan 
penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini 
menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini dapat 
digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak 
dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat Undang-
undang sebagai suatu kejahatan. 
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Tiga kriteria yang dikemukakan oleh Arief Gosita di atas, 
menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek 
dari suatu kekerasan seksual (pemerkosaan). Kejahatan-kejahatan 
seksual disebut sebagai pemerkosaan karena adanya 
persetubuhan yang dipaksakan yang dilakukan oleh seorang lelaki 
kepada perempuan yang bukan isterinya. 
Menurut Mulyana W. Kusuma (1982:56) menyebutkan macam-
macam pemerkosaan sebagai berikut: 
1. Sadistic rape 
Pemerkosaan sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan 
agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku 
pemerkosaan telah nampak menikmati kesenangan bukan 
melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan 
yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban. 
 
2. Angea Rape  
Yakni penganiayaan seksual bercirikan seksualitas menjadi 
sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan 
geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban 
merupakan objek terhadap siapa pelaku yang 
memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, 





3. Dononation Rape  
Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku 
mencoba untuk gigih atas kekuasaan terhadap korban. 
Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti 
korban, namun memiliki keinginan untuk berhubungan 
seksual.  
 
4. Victim Precipitatied 
Yakni pemerkosaan yang terjadi dengan menempatkan 
korban sebagai pencetusnya. 
5. Explotation Rape 
Perkosaan yang menunjukkan bahwa kesempatan 
melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki 
dengan mengambil keuntungan dari wanita yang bergantung 
padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya: pembantu 
rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya. 
Dari beberapa tipe atau jenis kejahatan pemerkosaan di atas 
yang sering terjadi dapatlah diketahui satu sama lain. Baik jenis 
kekuasaan yang digunakan oleh pelaku pemerkosaan maupun 
motif yang mendorongnya untuk berbuat yang menurut pandangan 
masyarakat merupakan perbuatan menyimpang dan harus 
diberikan suatu sanksi yang pantas sehingga pelaku tidak akan 
mengulangi kejahatan yang pernah ia perbuat. 
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3. Pengertian Anak  
Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. 
Tetapi dalam kenyataanya, situasi anak Indonesia masih dan terus 
memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan 
bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk 
masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. 
Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Hal ini dapat 
dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki 
kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah 
dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat 
dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini 
pengertian anak yang termuat dalam beberapa perUndang-
undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu: 
a. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: 
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun 
dan tidak lebih dahulu kawin. 
b. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 
(1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
c. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1):  
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Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
d. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 
(2): Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun. 
e. Menurut Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) 
sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
f. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak 
(convention on the right of the child) tahun 1989 sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) 
tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 
kedewasaan dicapai lebih awal. 
Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah 
dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang 
digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang 
Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
 24 
 
dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin 
dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan 
dan kekerasan dan diskriminasi. 
 
B. Penyertaan (Deelneming) 
Penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu 
seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Pada tiap pasal 
ketentuan hukum pidana (strafrecht) orang berkesimpulan, bahwa 
dalam tiap pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena 
hukuman pidana. Dalam praktek ternyata setiap terjadi lebih dari 
seorang terlibat dalam peristiwa  tindak pidana. Di samping si pelaku 
ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. 
1. Dasar hukum penyertaan 
Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP Pidana yang 
berbunyi: 
Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana: 
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
Ke-1, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan perbuatan; 
Ke-2 mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
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kekerasan, ancaman penyesatan, atau dengan memberi  
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain, supaya melakukan perbuatan. 
Pasal 56 KUHPidana:  
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  
ke-1, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan dilakukan.  
Ke-2, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
 
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan 
Berdasarkan jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana, terdapat 
bentuk-bentuk penyertaan: 
a. Plegen atau yang melakukan atau yang di dalam doktrin juga 
sering disebut dader. Bahwa dimaksud dengan orang yang 
melakukan adalah seseorang yang hanya sendirian saja telah 
melakukan atau mewujudkan seluruh unsur dari suatu tindak 
pidana. 
b. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang dalam 
doktrin juga sering disebut sebagai daderschap. Dalam tindak 
pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni orang 
yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu 
sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan 
orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian 
pelaku dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan 
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tindak pidana, sedangkan yang disuruh tidak dapat dihukum 
karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannnya. 
c. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin 
juga disebut sebagai mededaderschap. “turut melakukan” 
diartikan disini adalah “melakukan bersama-sama”. Tindak 
pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang atau 
lebih, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam 
tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan 
pelaksanaan; jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi 
apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan 
saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka 
pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang 
“turut melakukan”, tetapi hanya sebagai orang yang “membantu 
melakukan”. 
d. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dengan memberi 
upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, 
memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut 
supaya melakukan perbuatan itu. Orang itu harus dengan 
sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus 
memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian 
upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dsb, 
yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai 
cara lain. Dalam hal ini, seperti halnya dengan “menyuruh 
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melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, 
yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya 
pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu 
dapat juga dihukum sebagai pelaku. Sedangkan pada pelaku 
“menghasut supaya melakukan” sudah tentu dihukum. 
 
C. Pidana dan Pemidanaan 
Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang 
pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 
kepentingan umum, perbuatan  yang diancam dengan hukuman yang 
merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997 : 2-3) merumuskan 
hukum pidana positif sebagai berikut: 
“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan 
yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum 
lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban 
hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan 
yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan 
pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu 
penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”. 
Adapun Pompe berpendapat bahwa hukum pidana adalah 
semua peraturan-peraturan hukum yang menentukan terhadap 
perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah 
macamnya pidana itu. 




“Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum 
yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 
dan aturan-aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah 
telah melanggar larangan-larang itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
 
Berdasarkan uraian di atas dan untuk menentukan isi pokok 
dari definisi hukum pidana itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa 
hukum pidana adalah: 
1. Hukum positif; 
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan 
menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi 
hukum pidana); 
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi 
hukum pidana (hukum acara pidana). 
 
1. Teori Pemidanaan 
Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan 
penjatuhan pidana: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan  
Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini 
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dikenal pada akhir abad ke- 18 dan yang mempunyai pengikut-
pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel 
Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan lain-lain. 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah 
bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan 
itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya 
pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu 
kejahatan. 
Vos (Andi Hamzah, 1994 : 31) menunjukkan bahwa : 
“Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan 
subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif 
ialah pembalasan tehadap terhadap kesalahan pelaku. 
Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang 
telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak 
perlu ditentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh 
pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang 
menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan 
dipidana lebih berat”. 
Immanuel Kant (Poernomo, 1994 : 31) mempunyai jalan pikiran 
bahwa: 
“Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus 
dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena itu merupakan 
tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini 
melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang 
dipegang teguh itu dapat dinamakan “de Ethische 
Vergeldingstheorie”. 
Herbart mengatakan bahwa memidana itu adalah suatu 
pembalasan yang merupakan tuntutan aesthetis. Berdasarkan 
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estetika kejahatan itu harus dibalas, dan orang itu harus merasakan 
penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. 
 Teori pembalasan yang berdasarkan dan menitikberatkan 
pada etika dikemukakan oleh Leo Polak. Menurut Leo Polak (Andi 
Hamzah, 1994 : 33-34) pidana itu harus memenuhi tiga syarat :  
1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu 
bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif. 
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. 
Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi. 
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan 
beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana 
secara tidak adil. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat 
dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat dan 
akibatnya yaitu tujuan prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana itu 
berbeda-beda: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu 
dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. 
Tujuan pokok yang hendak dicapai dalam prevensi umum adalah 
pencegahan yang ditunjuk kepada khalayak ramai/ kepada semua orang 
agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban 
masyarakat. 




Bentuk teori prevensi umum yang paling berwujud pidana yang 
mengandung sifat menjerakan/ menakuti dengan pelaksanaannya 
didepan umum yang mengharapkan sugesti terhadap anggota 
masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. 
Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan 
pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di 
depan umum. Pelaksanaan demikian menurut teori ini memandang 
pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu noodzakelijik demi untuk 
mempertahankan ketertiban masyarakat. 
 Apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar 
peraturan hukum diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan 
tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan 
demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di 
dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman 
pidana, yang mengembangkan teori “psychologische zwang” dari Anselm 
Von Feurbach dalam tahun lebih kurang 1800. Walaupun demikian ada 
kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak 
mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus 
disertai menjatuhkan secara kongkret dan melaksanakan pidananya 
dengan nyata. 
 Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel dari Belanda dan 
Von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah untuk 
mencegah niat buruk pelaku (dader) sehingga bertujuan mencegah 
pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar 
melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. 
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 Memperingatkan dan menghalangi si penjahat melakukan 
kejahatan maka pencegahan itu dapat berupa menakutkan, memperbaiki 
dan mengurung si penjahat. 
 Van Hamel (Andi Hamzah, 1994 : 35) menunjukkan bahwa 
prevensi khusus suatu pidana adalah:  
1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya 
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk 
melaksanakan niat buruknya. 
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 
mungkin diperbaiki. 
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata 
tertib hukum. 
c. Teori  gabungan  
Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori 
pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau 
kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan tujuan ini 
disusul dengan memidana. 
Van Bemmelen (Andi Hamzah, 1994 : 36) menganut teori 
gabungan dengan mengatakan: 
 Pidana bertujuan membalas kejahatan dan mengamankan 
masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan 
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memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya 
mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam 
kehidupan masyarakat.  
Berbeda dengan Bemmelen, Grotius (Poernomo, 1993 : 31) 
memandang teori ini sebagai: 
 Pidana berdasarkan keadilan absolute “de absolute gerectig 
heid” yang berwujud pembalasan terbatas terhadap apa 
yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan 
sebutan “Puniendus nemo est ultra meritum intra meriti vero 
modus magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate”, yang 
dapat diartikan bahwa tidak ada seorang pun yang dipidana 
sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui 
maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan. 
Vos (Poernomo, 1993 : 31) menerangkan bahwa di dalam teori 
gabungan terdapat tiga aliran yaitu : 
1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi 
dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi 
ketertiban hukum. 
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan 
ketertiban masyarakat. 
3. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan 
dan perlindungan kepentingan masyarakat. 
Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang penjatuhan    
pidana, yaitu:  
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat, 
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2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 
menjadikannya orang yang baik dan berguna, 
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat, 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5). 
Dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa pemidanaan 
tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan 
merendahkan martabat manusia. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum 
didalam rancangan KUHPidana tersebut merupakan penjabaran teori 
gabungan dalam arti yang luas. Ia melampaui usaha prevensi, koreksi 
kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada 
terpidana (mirip dengan expiation). 
2. Jenis-jenis Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPidana) telah menetapkan 
jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHPidana. Jenis 
pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHPidana, 
kecuali Undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHPidana).  




a. Pidana pokok :  
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara;  
3. Pidana kurungan; 
4. Pidana denda;  
5. Pidana tutupan.  
 
b. Pidana tambahan  
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pengumuman putusan hakim. 
 
Hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHPidana 
mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana 
tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan 
jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut: 
1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), 
sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.  
Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh 
jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok 
sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang 
diancamkan pada tindak pidana yang diancamkan. Sifat imperatif 
ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan tindak 
pidana, yaitu di dalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran 
hanya ada dua kemungkinan, yakni: (a) diancamkan satu jenis 
pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis 
pidana pokok yang lain), dan (b) tindak pidana yang diancamkan 
dengan satu atau jenis pidana pokok, dimana sifatnya alternatif.  
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Artinya hakim harus memilih salah satu saja. Sementara untuk 
menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan 
(fakultatif). 
2. Penjatuhan pidana pokok tidak harus, dengan demikian 
menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi 
menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan 
menjatuhkan pidana pokok. 
Sesuai dengan namanya pidana tambahan, penjatuhan jenis 
pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana 
pokok. Melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam 
suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana 
pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang 
bersangkutan. Artinya jenis pidana tambahan tidak dapat 
dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, 
melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok. Sementara 
jenis pidana pokok dapat berdiri sendiri tanpa harus dengan 
menjatuhkan jenis pidana tambahan. 
 
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Alasan Peringanan Pidana 
a. Alasan peringanan pidana berdasarkan aspek yuridis sesuai 
KUHPidana adalah sebagai berikut: 
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- Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: 
“maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan 
itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan”. 
- Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 57 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: 
“maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan 
itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu”. 
b. Alasan peringanan pidana berdasarkan aspek non yuridis : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa menyesali dan terus terang mengakui 
perbuatannya; 
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; 
- Terdakwa masih dalam status pelajar; 
- Terdakwa terganggu jiwanya; 
- Profesi atau status sosial terdakwa;   
- Perintah atasan. 
 
2. Alasan Pemberatan Pidana 
a. Alasan pemberatan pidana berdasarkan aspek yuridis sesuai 
KUHPidana sebagai berikut: 
- Dalam hal concursus, sebagaimana yang diatur dalam 
KUHPidana sebagai berikut: 
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      Pasal 65 : 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan 
satu pidana. 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. 
 
Pasal 66 : 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka 
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi 
jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga. 
(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu. 
 
- Dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487, 
Pasal 488 KUHPidana. 
 
b. Alasan pemberatan pidana berdasarkan aspek non yuridis : 
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit; 
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kejahatan 
berbeda; 
- Akibat dari perbuatan terdakwa yang sangat merugikan 




- Barang bukti yang sangat banyak; 
- Bertentangan dengan program pemerintah; 
 




















A. Lokasi Penelitian  
Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 
penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu putusan dari kasus ini, sedangkan data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 
seperti, buku-buku bacaan, majalah, tulisan ilmiah dan perundang-
undangan yang berhubungan dengan delik pemerkosaan tehadap anak 
yang dilakukan secara bersama-sama. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode 
research dengan melakukan kegiatan :  
1. Studi dokumen yaitu : Pengumpulan data dengan cara 
mempelajari berbagai literatur, baik buku artikel, maupun materi 
kuliah yang diperoleh, mempelajari dokumen dalam perkara yang 
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diangkat seperti BAP kepolisian, surat dakwaan, putusan hakim 
dan lain-lain. 
2. Interview (wawancara) yaitu : Teknik pengumpulan data dengan 
cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten 
dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang 
terkait dengan penelitian ini, seperti hakim. 
3. Penggunaan kuesioner yaitu : alat reset atau survei yang terdiri 
atas serangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan mendapatkan 
tanggapan dari kelompok orang atau daftar pertanyaan. 
 
D. Teknik Analisis Data  
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut 
diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan 
data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam 









PEMBAHASAN DAN HASIL 
 
A. Penerapan hukum pidana materiil atas delik pemerkosaaan anak 
yang dilakukan secara bersama-sama. 
Perlindungan pada anak dapat mewujudkan dalam berbagai 
bentuk, yakni: melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat 
dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, 
pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan 
perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dibidang kesusilaan, anak-anak 
dan kaum perempuan menjadi obyek pelecehan. Salah satu langkah 
antisipasi atas kejahatan tersebut dapat mengfungsikan instrument hukum 
pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku 
yang dinilai telah malanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif 
dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak 
akan secara nyata dilindungi. 
Berikut penulis akan menguraikan salah satu contoh kasus 
pelecehan seksual yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku terhadap 
seorang anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. 
Adapun ringkasan posisi kasus pemerkosaan anak berdasarkan putusan 
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Pengadilan Negeri Makassar No. 1547/Pid.B/2009/PN.MKS sebagai 
berikut: 
1. Posisi Kasus 
Awalnya saksi korban Irma yagn sedang menonton orkes di BTN. 
Mangga Tiga Paccerakkang lalu saksi korban bertemu terdakwa 
Jumakkara Bin H. Paca dan mengajaknya berkenalan selanjutnya selang 
beberapa waktu kemudian terdakwa Jumakkara mengajak saksi korban 
untuk ikut dengan terdakwa Jumakkara naik motor untuk jalan-jalan, 
karena tidak merasa curiga saksi korban ikut naik motor dibonceng 
terdakwa Jumakkara. Selanjutnya ternyata terdakwa Jumakkara malah 
membawa saksi korban menuju ke sebuah perumahan dan terdakwa 
Jumakkara mengajak masuk saksi korban ke dalam sebuah rumah tapi 
saksi korban berusaha menolak akan tetapi karena terdakwa Jumakkara 
tetap menarik tangan sakksi korban secara paksa maka saksi korban tidak 
bisa menolak lagi. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang teman 
terdakwa Jumakkara yakni terdakwa Edy dan Salim serta Zul (DPO). 
Selanjutnya setelah berada di dalam rumah, terdakwa Jumakkara 
membuka secara paksa semua pakaian saksi korban satu per satu 
sampai saksi korban telanjang lalu dibantu oleh terdakwa Edy dan Kedua 
temannya yakni Salim dan Zul mereka memegang tangan kanan dan 
tangan kiri saksi korban secara paksa lalu berusaha membaringkan saksi 
korban di atas sebuah tikar. Kemudian terdakwa Jumakkara meyetubuhi 
saksi korban dari arah depan yang sudah dalam posisi terbaring dengan 
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cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban 
secara paksa naik turun secara berulang-ulang sampai alat kelamin 
terdakwa Jumakkara mengeluarkan air maninya akibatnya saksi korban 
merasa kesakitan dibagian kemaluannya. Setelah selesai terdakwa 
Jumakkara melampiaskan nafsunya, lalu giliran terdakwa Jumakkara yang 
memegang tangan saksi korban bersama dengan kedua temannya yakni 
Salim dan Zul, lalu terdakwa Edy giliran menyetubuhi saksi korban dengan 
cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban 
secara paksa naik turun secara berulang-ulang sampai alat kelamin 
terdakwa Edy pun mengeluarkan air mani. Setelah selesai terdakwa Edy 
melampiaskan nafsunya selanjutnya kedua teman terdakwa yakni Salim 
dan Zul bergiliran menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama 
yang dilakukan oleh kedua terdakwa. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dalam 
kasus tersebut disusun secara alternatif yakni: 
 Dakwaan kesatu 
 Bahwa terdakwa JUMAKKARA Bin H. PACA dan terdakwa EDY 
Bin MADI serta SALIM dan ZUL (DPO), mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada 
hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-
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tidaknya dalam bulan Juli 2009 bertempat di perumahan Astra Blok. A. 
No.2 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai 
berikut:  
Bahwa terdakwa JUMAKKARA Bin H. PACA dan terdakwa EDY 
Bin MADI serta SALIM dan ZUL (DPO) pada waktu dan tempat 
sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Irma yang sedang 
menonton orkes di BTN Mangga Tiga Paccerakkang lalu saksi korban 
bertemu dengan terdakwa JUMAKKARA Bin H. PACA dan kemudian 
terdakwa JUMAKKARA mengajaknya berkenalan selanjutnya beberapa 
selang waktu kemudian terdakwa JUMAKKARA mengajak saksi korban 
untuk ikut dengan terdaka JUMAKKARA naik motor untuk jalan-jalan, 
karena tidak merasa curiga saksi korban pun ikut naik motor dibonceng 
terdakwa JUMAKKARA. Selanjutnya ternyata terdakwa JUMAKKARA 
malah membawa saksi korban menuju ke sebuah perumahan dan setelah 
sampai, terdakwa JUMAKKARA membawa masuk saksi korban ke dalam 
sebuah rumah tapi saksi korban berusaha menolak akan tetapi karena 
terdakwa JUMAKKARA tetap menarik tangan saksi korban secara paksa 
maka saksi korban tidak bisa menolak lagi. Tidak lama kemudian datang 3 
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(tiga) orang teman terdakwa JUMAKKARA yakni terdakwa EDY dan 
SALIM serta ZUL. Selanjutnya setelah ada di didalam rumah, terdakwa 
JUMAKKARA membuka secara paksa pakaian saksi korban satu persatu 
sampai saksi korban telanjang, lalu dibantu oleh terdakwa EDY dan kedua 
temannya yakni SALIM serta ZUL mereka memegangi tangan kanan dan 
tangan kiri saksi korban secara paksa lalu berusaha membaringkan saksi 
korban diatas sebuah tikar. Lalu terdakwa JUMAKKARA menyetubuhi 
saksi korban dari arah depan yang sudah dalam posisi terbaring dengan 
cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban 
secara paksa naik turun secara berulang-ulang sampai alat kelamin 
terdakwa JUMAKKARA mengeluarkan air maninya, akibatnya saksi 
korban mengalami kesakitan dibagian kemaluannya. Setelah selesai 
terdakwa JUMAKKARA melampiaskan nafsunya, lalu giliran terdakwa 
JUMAKKARA yang memegang tangan saksi korban bersama kedua 
temannya yakni SALIM dan ZUL, lalu terdakwa EDY giliran menyetubuhi 
saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat 
kelamin saksi korban secara paksa naik turun secara berulang-ulang 
sampai alat kelamin terdakwa EDY pun mengeluarkan air mani. Setalh 
selesai terdakwa EDY melampiaskan nafsunya kedua teman terdakwa 
yakni SALIM dan ZUL bergiliran menyetubuhi saksi korban dengan cara 
yang sama yang dilakukan oleh kedua terdakwa. 
Bahwa saksi korban IRMA tidak dapat menolak perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa JUMAKKARA dan terdakwa EDY serta kedua 
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temannya yakni SALIM dan ZUL yang menyetubuhinya secara paksa 
karena ketika salah satu diantara keempatnya bergiliran menyetubuhinya, 
yang lainnya memegang tangan kanan dan tangan kiri saksi korban serta 
ada diantara keempat orang tersebut membawa parang sehingga saksi 
korban merasa ketakutan dan tidak berdaya serta tidak bisa berbuat apa-
apa. Setelah terdakwa JUMAKKARA dan terdakwa EDY serta SALIM dan 
ZUL selesai melampiaskaN nafsunya kemudian terdakwa JUMAKKARA 
menyuruh saksi korban memakai kembali pakaiannya dan membawa 
saksi korban dengan membonceng saksi korban menggunakan motor 
menuju keluar kompleks perumahan, lalu ditengah jalan terdakwa 
JUMAKKARA menurunkan saksi korban dan meninggalkannya. 
Bahwa akibat dari pada perbuatan para terdakwa, saksi korban 
IRMA alias IMA mengalami robekan baru pada selaput dara berdasarkan 
surat Visum et Revertum No.Pol: VER/34/VII 2009/Rumkit Tanggal 31 Juli 
2009 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. 
DENNY MATHIUS dan dr.MAULUDIN MANSYUR selaku dokter jaga 
forensic Medikolegal Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin yang 
melakukan pemeriksaan terhadap penderita IRMA, jenis kelamin 
perempuan beralamat di Jln. BTN. Mangga III Blok C1 No. 46 Makassar 
dengan hasil pemeriksaan: 
- Vulva/ Vagina : tidak ada kelainan 
- Selaput Hymen : tidak intake/ sulit dinilai, tampak luka baru dan 
robekan dibeberapa tempat. 
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- Liang senggama : tidak ada kelainan, darah haid (+) 
Kesimpulan: 
- Kondisi barang bukti medis hidup, jenis kelamin perempuan, 
berusia sesuai golongan darah dengan perkiraan umur tujuh 
belas tahun sampai Sembilan belas tahun dengan keadaan baik 
dan kondisi mental yang mengalami syndrome down 
(keterbelakangan mental) 
- Tidak ditemukan fakta adanya tanda-tanda kekerasan pada 
pemeriksaan bagian luar tubuh. 
- Ditemukan fakta adanya robekan baru pada selaput darah 
(selaput darah tidak utuh) akibat persetubuhan dengan benda 
tumpul. 
- Pemeriksaan kehamilan didapatkan hasil negatif. 
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang no.23 
tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
Dakwaan Kedua 
Bahwa terdakwa JUMAKKARA Bin H.PACA, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa EDY Bin MADI serta 
SALIM dan ZUL (DPO) sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut 
serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah 
diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan kekerasan atau ancaman 
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kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya yakni saksi korban 
IRMA alias IMA untuk bersetubuh dengannya. 
Bahwa akibat dari pada perbuatan para terdakwa, saksi korban 
IRMA alias IMA mengalami robekan baru pada selaput darah berdasarkan 
surat Visum et Revertum No.Pol: VER/34/VII 2009/Rumkit Tanggal 31 Juli 
2009 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. 
DENNY MATHIUS dan dr.MAULUDIN MANSYUR selaku dokter jaga 
forensic Medikolegal Fakultas kedokterean Universitas Hasanuddin yang 
melakukan pemeriksaan terhadap penderita IRMA, jenis kelamin 
perempuan beralamat di Jln. BTN. Mangga III Blok C1 No. 46 Makassar 
dengan hasil pemeriksaan: 
- Vulva/ Vagina : tidak ada kelainan 
- Selaput Hymen : tidak intake/ sulit dinilai, tampak luka baru dan 
robekan dibeberapa tempat. 
- Liang senggama : tidak ada kelainan, darah haid (+) 
Kesimpulan: 
- Kondisi barang bukti medis hidup, jenis kelamin perempuan, 
berusia sesuai golongan darah dengan perkiraan umur tujuh 
belas tahun sampai sembilan belas tahun dengan keadaan baik 




- Tidak ditemukan fakta adanya tanda-tanda kekerasan pada 
pemeriksaan bagian luar tubuh. 
- Ditemukan fakta adanya robekan baru pada selaput darah 
(selaput darah tidak utuh) akibat persetubuhan dengan benda 
tumpul. 
- Pemeriksaan kehamilan didapatkan hasil negatif. 
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
melanggar pasal 81 ayat (1 ) Undang-undang no.23 tahun 2002 jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
3. Uraian Terbuktinya Setiap Unsur Delik 
Dakwaan disusun secara alternatif maka Penuntut Umum akan 
langsung membuktikan dakwaan yang telah terbukti berdasarkan hasil 
pemeriksaan sidang, yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Unsur setiap orang: 
Yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah setiap orang yang 
merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. 
Dalam hal ini di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa I 
JUMAKKARA Bin H. PACA dan terdakwa II EDY Bin MADI yang 
identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan. Selama 
pemeriksaan sidang berlangsung, para terdakwa dapat menjawab 
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semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun 
Penuntut Umum secara jelas. Oleh sebab itu, segala perbuatan 
para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya. 
Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
menurut hukum. 
2. Unsur dengan sengaja : 
Usur dengan sengaja artinya bahwa perbuatan para 
terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Irma yang 
dilakukan secara paksa dan diluar perkawinan yang sah selain itu 
para terdakwa melakukannya dengan sadar. 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti 
secara sah menurut hukum. 
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain : 
Unsur tersebut dapat diperoleh dari fakta persidangan yaitu : 
- Bahwa benar terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Juli 2009 
jam yang tidak diketahuinya pada malam hari telah menyetubuhi 
saksi korban di perumahan Astra Blok A No.2 Kel. 
Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar. 
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- Bahwa benar terdakwa JUMAKKARA telah menyetubuhi secara 
paksa saksi korban bersama dengan terdakwa EDY dan teman 
terdakwa yakni SALIM dan ZUL secara bergiliran. 
- Bahwa benar terdakwa JUMAKKARA membawa saksi korban 
menuju ke sebuah perumahan setelah sebelumnya terdakwa 
berkenalan dengan saksi korban di tempat orkes elekton, 
kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi jalan-jalan dan 
setelah sampai terdakwa JUMAKKARA membawa masuk saksi 
korban ke dalam sebuah rumah tapi saksi korban menolak akan 
tetapi karena terdakwa JUMAKKARA tetap menarik tangan 
saksi korban secara paksa maka saksi korban tidak bisa 
menolak lagi. 
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak lama kemudian 
datang 3 (tiga) orang teman terdakwa JUMAKKARA yakni EDY 
dan SALIM serta ZUL. Selanjutnya setelah ada di dalam rumah. 
- Bahwa benar terdakwa JUMAKKARA menerangkan bahwa dia 
membuka secara paksa semua pakaian saksi korban satu 
persatu sampai saksi korban telanjang bulat lalu dibantu oleh 
terdakwa EDY dan kedua temannya yakni SALIM dan ZUL 
mereka memegangi tangan kanan dan tangan kiri saksi korban 
secara paksa lalu berusaha membaringkan saksi korban di atas 
sebuah tikar. Lalu terdakwa JUMAKKARA menyetubuhi saksi 
korban dari arah depan yang sudah dalam posisi terbaring 
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dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat 
kelamin saksi korban secara paksa naik turun secara berulang-
ulang sampai alat kelamin terdakwa JUMAKKARA 
mengeluarkan air maninya akibatnya saksi korban merasa 
kesakitan di bagian kemaluannya. 
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah selesai terdakwa 
JUMAKKARA melampiaskan nafsunya, lalu giliran terdakwa 
JUMAKKARA yang memegang tangan saksi korban bersama 
dengan kedua temannya yakni SALIM dan ZUL, lalu terdakwa 
EDY giliran menyetubuhi saksi korban dengan cara 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 
korban secara paksa naik turun secara berulang-ulang sampai 
alat kelamin terdakwa EDY mengeluarkan air mani. Setelah 
selesai tedakwa EDY melampiaskan nafsunya selanjutnya 
kedua teman terdakwa yakni SALIM dan ZUL bergiliran 
menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama yang 
dilakukan oleh kedua terdakwa. 
- Bahwa benar saksi korban yang lahir tanggal 31 Desember 
1994 berdasarkan Akta Kelahiran No. 7371. SL. 2009.026244 
pada saat terjadinya peristiwa tersebut masih berumur kurang 
lebih 15 tahun. Jadi dengan demikian saksi korban 
dikategorikan sebagai anak. 
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Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara 
sah menurut hukum. 
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta melakukan perbuatan : 
Unsur tersebut dapat diperoleh dari fakta di persidangan 
bahwa : yang melakukan persetubuhan secara paksa dengan 
saksi korban adalah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yakni 
dilakukan oleh terdakwa JUMAKKARA Bin H. PACA fan 
terdakwa EDY Bin Madi serta SALIM dan ZUl (DPO) dan 
dilakukan secara bersama-sama dengan cara bergiliran 
menyetubuhi saksi korabn IRMA. 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti 
secara sah menurut hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam prakteknya, dengan 
adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan 
barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa-terdakwa 
maka secara sah dan meyakinkan terdakwa-terdakwa telah terbukti 
melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka 
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ketentuan pidana minimum dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni paling singkat 3 
(tiga) tahun dan ketentuan impretatif sifatnya maka ketentuan pidana 
minimum itu akan ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana 
terhadap terdakwa-terdakwa. Dalam perkara ini, selain pidana penjara 
sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa-terdakwa akan 
dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, 
dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus 
diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam 
amar putusan. 
4. Komentar  
Menurut penulis dalam kasus ini terdakwa-terdakwa telah 
melakukan tindak pidana yang sangat tercela dan menarik perhatian 
masyarakat, karena terdakwa JUMAKKARA Bin H. PACA dan terdakwa 
EDY Bin Madi serta SALIM dan ZUL (DPO) terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan” sebagaimana yang diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana. Berdasarkan pembuktian mengenai unsur-unsur yang 
didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang 
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diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan 
keterangan terdakwa-terdakwa maka para terdakwa dinyatakan bersalah.       
Oleh sebab itu, terdakwa-terdakwa harus dihukum sesuai dengan 
perbuatan dan peranan masing-masing sebagaimana fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan. Selain itu, biaya yang timbul dalam perkara 
ini dibebankan kepadanya agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu 
perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi 
pelaku. Selain itu, Majelis Hakim juga harus memperhatikan bahwa 
perbuatan terdakwa-terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang 
dialaminya sehingga terdakwa-terdakwa kehilangan pengendalian diri 
untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain 
khususnya kepada saksi korban. Sebagai dampak dari keadaan tersebut, 
juga berpengaruh pola perilaku individu dari masyarakat dalam 
berinteraksi dengan individu lainnya. Banyak pribadi yang mengalami 
gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai 
dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, ketegangan, 
ketakutan dan perilaku-perilaku lain yang akhirnya melanggar norma. 
Akibatnya orang lalu mengembangkan pola perilaku menyimpang dari 
norma-norma umum, dengan berbuat semaunya dengan mengedepankan 
kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain. Perkembangan 
dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia akan berdampak 
terhadap perkembangan nilai-nilai kesusilaan sepanjang masa, hal 
demikian tidak dapat dihindari. Perbuatan pemerkosaan bukan suatu jenis 
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kejahatan baru. Muncul tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan 
juga dalam masyarakat primitif. Secara yuridis perbuatan perkosaan diatur 
dalam Pasal 285 KUHPidana yang menyatakan sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 
penjara palig lama dua belas tahun.” 
Menurut Pasal 285 KUHPidana terdapat beberapa unsur yang 
harus dipenuhi dalam melakukan perkosaan antara lain : “barangsiapa 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita 
bersetubuh dengan dia, dan diluar perkawinan. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Makassar melalui wawancara 
langsung dengan Kepala HUMAS Pengadilan Negeri Makassar: Makmur, 
S.H, M.H., bahwa pelaku maupun korban, ditemukan beberapa faktor 
pendorong terjadinya perbuatan perkosaan yaitu : korban memberikan 
peluang, keinginan sendiri, karena minuman keras, karena sering 
menonton film-film porno. Adapun faktor yang dominan dalam perbuatan 
pidana perkosaan anak di bawah umur dikarenakan sering nonton film 
porno. Sehingga sebagai sasaran untuk melampiaskan hasrat nafsunya ia 
mengambil korban anak dibawah umur yang pada umumnya umur korban 
10-17 tahun. Hal demikian memberikan gambaran pada masyarakat 
bahwa perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif, misalnya : 
banyak peredaran film porno yang beredar dimasyarakat melalui CD 
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maupun situs-situs porno di internet dan minuman keras yang menggeser 
moral perilaku manusia. Perbuatan pidana perkosaan merupakan 
problematika sosial yang kompleks, diperlukan peran serta dan langka 
yang kongkrit semua pihak, yaitu dengan melakukan langkah-langkah 
diantaranya razia, pemblokiran situs-situs porno dan minuman keras yang 
dengan mudah beredar di masyarakat dengan harga yang terjangkau. 
Peran keluarga juga harus dapat memberikan pengawasan dan perhatian 
terhadap anak, sehingga anak mendapatkan perllindungan dan kasih 
sayang dari orang tuanya. 
 
B. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
delik pemerkosaan terhadap anak yang dilakukakan secara 
bersama-sama. 
Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila 
(landasan filosofi) menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai 
produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana dalam Undang-
undang dimaksud ahrus didasarkan pada ke-Tuhanan yang Maha Esa 
dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam 
penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas 
perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian 
bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman 
atas korban dari tindak pidana yang ada. Hakim dalam menjatuhkan suatu 
putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak 
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bersifat emosi semata. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa maka perlu 
dipertimbangkan berbagai hal sesuai dengan kasus tersebut di atas. 
 Hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan 
putusan : 
1. Pertimbangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum. 
Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif 
maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan 
yang cocok diterapkan kepada terdakwa-terdakwa dan sesuai fakta 
hukum di persidangan yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan 
kesatu. Dalam dakwaan kesatu terdakwa-terdakwa didakwa 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni 
terdakwa JUMAKKARA Bin H. PACA dan terdakwa EDY Bin Madi 
serta SALIM dan ZUL (DPO) sebagai pelaku, menyuruh melakukan 
dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang anak 
yakni saksi korban IRMA alias IMA untuk melakukan persetubuhan 
dengannya. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa-
terdakwa maka perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang 
dilakukan terdakwa-terdakwa sebagaimana diuraikan dalam 
 60 
 
dakwaan Penuntut Umum memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari 
pasal-pasal tersebut. 
2. Pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis terpenuhinya 
atau tidak terpenuhinya setiap unsur delik.  
Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya dipersidangan 
mengajukan saksi-saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu 
sesuai ajaran agamanya masing-masing kecuali saksi korban. 
Saksi-saksi tersebut yakni saksi korban Irma alias Ima, Risal Num 
Ridwan, Faridawati dan Arlan. Selanjutnya terdakwa-terdakwa juga 
memberikan keterangan tentang kasus tersebut. Selain keterangan 
dari para saksi dan terdakwa-terdakwa di persidangan Penuntut 
Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah kancing putih; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bertuliskan love pada 
karet pinggangnya; 
- 1 (satu) lembar BH warna putih; 
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akte kelahiran atas nama Irma 
alias Ima Binti Mahun. 
Setelah adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang 
didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
yang diperoleh berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, 
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dan keterangan terdakwa-terdakwa maka secara sah dan 
meyakinkan terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak 
pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, 
maka ketentuan pidana minimum dalam pasal 81 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan ketentuan 
impretatif sifatnya maka ketentuan pidana minimum itu akan ikut 
dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa-
terdakwa. Dalam perkara ini selain pidana penjara, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Tentang Perlindungan 
Anak, maka terdakwa-terdakwa akan dijatuhi pula denda yang 
besarnya akan ditentukan dalam amar pututsan, dengan suatu 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti 
dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam 
amar putusan. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian diatas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam 
perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan yang bersangkutan menuntut kiranya Majelis Hakim 
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Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan megadili perkara 
ini berkenan untuk memutuskan: 
1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I JUMAKKARA BIN 
H.PACA dan terdakwa II EDY BIN MADI bersalah melakukan 
tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 
melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana, dalam dakwaan kesatu; 
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana 
penjara masing-masing selam 10 (sepuluh) tahun dan denda 
sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 
(satu) bulan kurungan dikurangkan selama para terdakwa 
berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar para 
terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah kancing putih; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bertuliskan love pada 
karet pinggangnya; 




Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Irma alias Ima  
- 1 (satu) lembar photo copy kutipan akte kelahiran atas nama 
Irma alias Ima Binti Mahun. 
4. Menetapakan agar para terdakwa membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan 
dalam sidang hari ini, Kamis 15 Oktober 2009.     
 
4. Alasan-alasan yuridis peniadaan pidana, pemberatan pidana 
dan peringanan pidana dalam kasus tersebut. 
Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena 
semua pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan 
barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa 
maka secara sah dan meyakinkan terdakwa-terdakwa telah terbukti 
melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemerkosaan 
terhadap anak”, sehingga selama persidangan berlangsung tidak 
ditemukan adanya hal-dal yang dapat meghapuskan kesalahan terdakwa 
baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena itu 
terhadap terdakwa-terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal 
dengan perbuatannya. Akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa-terdakwa maka perlu dipertimbangkanm hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan terdakwa-terdakwa, yaitu: 
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a. Hal-hal yang meringankan (pengurangan pidana) : 
- Para terdakwa belum pernah dihukum; 
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan. 
b. Hal-hal yang memberatkan (penambahan pidana) : 
- Perbuatan para terdakwa merusak masa depan saksi korban 
yang masih anak-anak; 
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap anak yang 
mempunyai keterbelakangan mental. 
 
5. Pertimbangan-pertimbangan tentang alasan-alasan subyektif 
pelaku. 
Adapun alasan-alasan subyektif pelaku yang perlu 
dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa-terdakwa yakni : selama proses persidangan 
terdakwa-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dalam arti 
tidak akan bermasalah lagi dengan hukum. Selain itu, terdakwa-






6. Amar Putusan 
MENGADILI : 
1. Menyatakan TERDAKWA I JUMAKKARA BIN H.PACA dan 
TERDAKWA II. EDY BIN MADI telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA 
MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN 
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN 
PERSETUBUHAN”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I JUMAKKARA 
BIN H.PACA dan TERDAKWA II. EDY BIN MADI tersebut 
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 
selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- 
(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 
kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapakan para terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah kancing putih; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange; 
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- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bertuliskan 
love pada karet pinggangnya; 
- 1 (satu) lembar BH warna putih; 
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Irma  
- 1 (satu) lembar photo copy kutipan akte kelahiran atas 
nama Irma. 
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 
Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar pada hari : 
Kamis, tanggal 22 Oktober 2009 dengan MUSTARI, S.H. 
sebagai Hakim Ketua, PARLAS NABABAN, S.H, M.H dan 
KEMAL TAMPUBOLON, S.H, M.H. masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga 
oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-hakim anggota 
dan dibantu oleh JUSTIAH SAID, S.H. sebagai Panitera 
Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan 
NOORDIEN KUSUMANEGARA, S.H, M.H. Jaksa Penuntut 





7. Komentar  
Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila surat dakwaan tersebut 
terdapat kekurangan atau kekeliruan maka hakim sulit untuk 
mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan 
Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Pengadilan dalam amar 
putusan telah memenuhi unsur dan syarat dapat dipidananya seorang 
terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, 
dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di 
dalamnya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ditambah 
dengan keterangan terdakwa-terdakwa yang mengakui secara jujur 
perbuatan yang dilakukannnya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa-terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana dan 285 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
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 Menurut penulis, penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas 
didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara tersebut. Misalnya latar belakang terpidana apakah 
sudah pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan 
bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi 
yang dialaminya sehingga terdakwa-terdakwa kehilangan pengendalian 
diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain 
khususnya kepada saksi korban. Sebagai dampak dari keadaan tersebut, 
juga berpengaruh pola perilaku individu dari masyarakat dalam 
berinteraksi dengan individu lainnya. Banyak pribadi yang mengalami 
gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai 
keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmonisasi, ketegangan, 
ketakutan dan perilaku-perilaku lain yang akhirnya melanggar norma 
formal. Akibatnya individu lalu mengembangkan pola perilaku 
menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semaunya dengan 
mengedepankan kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain. 
 Uraian diatas diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan 
Kepala HUMAS Pengadilan Negeri Makassar : Makmur, S.H, M.H., 
(wawancara tanggal 17 januari 2013) yang menyatakan bahwa : “dalam 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa yang harus diperhatikan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tujuan 
pemidanaan itu sendiri, yang semuanya terdapat di dalam putusan. 
Misalnya: pertimbangan mengenai keringanan kepada para terpidana 
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kasus pemerkosaan ini hakim melihat dalam berkas-berkas perkara 
terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dengan jujur dan berjanji 
tidak akan mengulanginya. Pertimbangan lain bahwa, tujuan pemidanaan 
bukanlah sebagai sarana balas dendam yang memandang pidana 
sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena 
melakukan suatu delik. Hal ini disebabkan tujuan pidana mengalami 
perkembangan kearah rasional. Diantaranya variasi dari bentuk-bentuk 
penjeraan (defferent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri 
maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. 
Dimana titik tekan dari tujuan pemidanaan tersebut adalah perlindungan 
kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat. 
Artinya, bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi ketika di penjara tetapi 
juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pemidanaan dalam 
membina para pelanggar hukum sehingga mendapat pengalaman bagi 
para terpidana setelah mereka selesai menjalani hukuman yang nantinya, 











 Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan, 
maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang 
didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
yang diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat 
dan keterangan terdakwa-terdakwa maka secara sah dan 
meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “secara 
bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
ketentuan imperatif sifatnya maka ketentuan pidana minimum itu 
akan ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa-terdakwa. Dalam perkara ini, selain pidana penjara sesuai 
ketentuan pada Pasal di atas, maka terdakwa-terdakwa akan 
dijatuhi pula denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, 
dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 
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harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditetapkan 
dalam amar putusan. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
delik pemerkosaan anak yang didasarkan pada penilaian objektif 
dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu: 
latar belakang terdakwa apakah sudah pernah melakukan tindak 
pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga 
harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa sangat 
dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga terdakwa-
terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa 
perbuatannya tersebut merugikan orang lain khususnya saksi 
korban. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa-
terdakwa diperhatikan diantaranya : hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan serta tujuan pemidanaan itu, yang 
semuanya terdapat didalam putusan. Misalnya pertimbangan 
mengenai keringanan kepada terpidana kasus pemerkosaan ini 
hakim melihat dalam berkas-berkas perkara terdakwa bahwa 
terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, kemudian 
terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dengan jujur dan 








Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut: 
1. Kepada pihak yang terkait dalam menangani kasus ini yakni 
Majelis Hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan penerapan 
sanksi pidana yang lebih tegas terhadap terdakwa-terdakwa dalam 
kasus pemerkosaan anak sesuai dengan perbuatannya yang telah 
merugikan masa depan korban itu sendiri yang dalam hal ini 
adalah anak. 
2. Diharapkan kepada pembuat undang-undang agar juga 
memperhatikan kepentingan korban sebagai bentuk perlindungan 
hukum sehingga perannya untuk membantu mengungkap 
kejahatan pemerkosaan dapat berjalan dengan maksimal. 
Disamping itu, juga perlu adanya upaya represif untuk 
mengembalikan citra korban pemerkosaan sebagai manusia yang 
berguna sehingga diperlukan lembaga psikologis yang 
memberikan bantuan kepada para korban pemerkosaan utamanya 
korban yang masih anak, sehingga dapat menghilangkan 
traumanya di kemudian hari. 
3. Diharapkan kepada masyarakat Iebih meningkatkan kontrol sosial 
dan perlunya pengawasan orang tua atas Iingkungan dan 
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